BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2007 NOMOR
m

PERATURAN BUPATI BEKAS!

HOMOR 4 TAHUM 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERA TURAN BUPAT] BEKASI NOMOR 3A TAHUN riili

TENTANG PETUNJUIKX PEH AKSANAAN PERATURAN DAERAH KABLPATEN

BEKASI TENTANG MEDUL LKAN PROTOKOLER D&N KEUANGANM PIMFINAN
DAN ANGGOTA LEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPAT) BEKAST,

Menimbang : 4 bawa sehubungsn dengen telah ditelmpkannya Peranran

Daerah Nomor 3 Tahun 2007 lestang Perubahan Kedia Alas
Peraturan deerah Nomor 8 Tabun 2004 tertang Hedidukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Parwakilan Rakyat Deerah {Lembaran Dagerah kabupaten
Bekasi Nomor 3 Tahun 2007} maka Peraturan Bupat: Bekasi
¥ENg mefgamr lentang Kedudukan Protokeoler dan Keuangan

Fimpinan cn Anggota Dewsn Perwakan Rakyz! Dherah
Periu dupah «<an disesyaikan:

k. bahwa aas dass pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada  huuf 2  tersebul o atag perubshan  dan

penyesua@annya perle diatapkan dengan Feraturan Bupak:

Mengingat ] 1 Undang-Undang Namgor 18 Tahun 1950 tentang pamberdukan

Cagrah-daeran Habupaten dalam Lingkungalfiroping, s Jawa
Baat (Berita Negara Tahyn W50):

2  UndangUndang Momor 8 Tahun 1ogy terteng  Protobol
(Lembaran Megara Republk hdonasis Talum 1987 Nomor

43, Tambahan Lembarsn Negira Fepublik Indonesia Nomor
3363);



Undang-lndang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan
Megara {Lembaran MNegam Republik hdonesia Talhwn 2003
Momor 47 Tambahan Lembaan Negaa Republk Indoness
Nornor 4286);

Undang=Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Pormusyawaratan Raoyat ewan
Perwakilan Rakyalt. Dewan Perwakilan  Raomat  Oaeral
(Lembaran Megara Repubiik Indomesia Tzhun 2003 Nomor
gd. Tambahan Lembaran Megara Repubkk bdonesia Nomor
43100,

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentany
Perbendahaman MNegam (lembaran  Negsm  Republi
indonesa Tahun 2004 Nomor § Tambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Momar 4355

Undarg—Undang Momar 0 Tahun 2004 tentang
Fembentukan Psmturan Perundang—undangan  (Lembaran
Negara Regpublik Indonesia  Tahun 2004 Nemor 53

Tambahan Lembaran Negara Fepulbik hdonesia  Momeor
4385y

- Undang—Jndang MNemor 32 Tahun 2004 tentanyg

Pemenntahan Daerah sebagaimanz telah dubah dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 005 lentasgy Penetapsn
Peraturan Pemerintah Pengganti Lindanglindang Nomor 3
Tahun 2005 tent:ng Perubshan Undang-Undang Namor 372
Tahun 2004 lertang Permerintzhan Cgerah meniadl Undang-
Ungang {Lembaran Megara Republik indoresia Fahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Megaa Republi Indonesia
Nomor 4548):

Undang—Undang Momer 33 Tahun 2004 temang
Ferimbangan Keuangan Antam Pemerivtah Pusal dan
Pemerintahan Daesh {Lemiaran Megara Repubiik hdonesia
Tahun 204 Nomor 1268, Tambshan  Lembaran Negae
Fepublic |ndonesa Nomor 4438,

Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tertang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propingi zebagai
Deerah  CHonom (lLembaran MNegam Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambshan  Lembaran Megara
Republic hdonesia Nomor 3852);

Persturan Pemenntah Somor 105 Tahun 2000 tentang
Pengedolaan dan Pertanggungavaban Keuangan Dassab
(Lambaran Negara Repubiik Fdonesia Tahun 2000 Nomeor

202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Ali22):



Menetapkan

1,

13.

15

16,

Peraturan Pemanntah  Nomor 20 Tahun 20 tentang

Fembinaan dan  Pengawasan Al Penyelenggaman
Faermenintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 MNomor 4%, Tambahan Lembaran Megam

Republk hdonesia Momor 405H);

. Peraturan  Pemermtah Nomor 24 tahun 24 tentang
Keduduken Protokoler dert #evangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Raoyat Deerah sebagaimana tefah dihah
iga kdi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 200F  tentag Perubahan Ketiga Als Pemturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protoboer dan Keuangan Pimpingt dan Anggota Dewan
Perwakitan  Rakyat Daersh (Lembaran Megam Renubik
indcnesia Tahun 200F Nomor 47, Tambahan Lembara
Negara Republi ndonesia Nomor 4742},

Peraturan Femerintah Nomeor 25 Tahun 264 erang
Fedoman  Penyusunan  Perawrar Tata Terih  Dewan
Perwakilan Rakyat Daemh (Lembaran Megara Repubiik,
Indonesia Tahun 2004 MNomor 91, Tambahan Lembaran
Megara Republk indonesa Maomor 4417):

Peraturan menten Ddam MNegeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang  Pengelompokan  Hemargesan Heusngan  Daerah
Penganggaran  dan Pertanggungjawahan  * Penggunaan
Belans Penunjang Opersional Pimpinan Dewan Perwakikan
Rakyat Caemh serta Tata Cama Fengembalian Tunjangyan
komunikasi Imenstf dan dana Qperasicnal:

Peraturan Daerah Kabupafen Bekasi Momar 8 thun 2004
tentang Kedudikan Protokoler dan Keuangan Pimpinas dan
Anggota Dewsn Pgrwakilan Rakyd Dasmh sebagatimang
telan dubsh beberaga lali terskir dengan Peratiran Dazmah
Momar 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Alas
Pera uran Daerah Kahupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2002
lem2nd Kadudukan Protokoker dan Keuangan Pirpinan dan
Anggota Dewan Perwskilan Rakyet Daerah (Lembaran
Daersh Kabucaten Bekasi Tabun 200F Nomo 3

Peraturan  Dmemh Kabupden Bekssi Momor t Tahun 2000
lentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Dasrah
{Lembaran Daemh Kabypaten Bekasi Tahun 2007 Nomar ril

MEMUTUSKAN;

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPAT BEKASI NOMOR 3A TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK  FELAKSANAAN  PERATURAK
DAERAH HABUPATEN PEKASI TENTANG KEDUDUKAM
FROTOKOLER DAN KEUANGAM PIMPINAN DAN ANGCOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH.



Fasal |

Beberapa ketertuan ddam Peraturan Bepati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 lentang
Petnjuk Selaksanaan Perati'an Daeah Kabupater Bekasi tentang Kedidoksn
Protokaler dan Keuangan Pimanan dan Anggota Dewan Perwakidan Rakyat Dasrah
Eerita Cmerah Kapyparen Becasi Tohun 2006 Nomor 2 Sen A) dubsh sebagai
berihut:

1 Keentuan dalam Pasal 1 ditambah 3 engka yanu angke 15, angka 96 dan

engka 17, sehingge Pmsal 1 angka 5, angka 6. dan angka 17 berbunyi
sebaga berikurt,

B. Tunjangan Kemunikasi Mensf yang selmmjuinya disingkat TKI adalgh
uang varg diberlkan lkepada Pnpinan dan Anggota DPRE setiap bulan

%E;?qrg rangka miendorong peningkatan kinera Pimpinan dsn Anggota

%. Bekhja Penunang Qperasional Pimpinan CPRD ¥ selanptnya dsebut
BPC Pimpiran DPRD adalah dama yang disediakaﬁagi Fimpiran DPRD
sgtap buln untuk menunjang kegiatan operasinal yang dberkaitan
gengan rafresentasi, pelayanan dan kebutuhan lan guna melancarkan
Pelsksanaan nigss Pimpnan DPRD schark-han,

17, Kelompok kemampuan kelEngan daemh adalah Masifkasikiaster suaw
dagrah  unuk menentukan kelompok kemampuan keuangan  daerah
lertentu yang deetapkan dengen formuta sehagai dasar penghitungan
vesgan  Turmjangsn  Komunkasi ens  dan Belanja Penunjang
Uperggional Pimpinan pads setiap iaster

2 Kgtertuan dalem Pasal 4 mat (5) diukan, sehingga Pasael 4 avat 5) berbuny

sabagai berkut
Fasal 4
(3} Tunjangan perumahan sebagsmana dimoksud pada t {4) ditatapka
sebvagal berikut: S !
a Metua DPRD Fp 8500 000 00 (deizpan juta lima mtus
_ ribu rupiahj,
b. ‘Wakil Keta OFRD © Rp §.000 00000 delapan juba rupishy;
¢ Anggeota OFRD - Rp7.50000000 (tujuh puta fima rakus ribu
fupiah)

3 Ketenuan dalam Pasa & diubal, sehi | i
e berit ayat (3) sehinggd Pasal 6 ayatl (3 berbunyi

Fasal &

{3) Daam hal Ampinan ata ota DPRD : _
wa's dberikan: Angg meninggs dunia, kepada ahli




8 odam hal pimpinzn dan anggota DPRD meninggal duria bidal tedam
meniXankan tugas. kepada ahli wais dberkan uark] duka sebesar 2
{dua) kali uang representas:;

b. dalam hal pimpinan atau Anggota DF'REII meninggal dunia daiam
merjalankan tugas kepada ahli wans dherikan uang duka sebesar 6
{eram) k&l UEng representass

¢.  baniuan biaya pengurusan jenzzah:

1 bia¥a pemalian dan pengurusan enazah sebesa Ao
3.00000000 tiga juta rupish):

2 baya pengangkutan diberikan semimi tanf wang berlku pada
ala angkrt yang diqunakan.

4.  Ketentuan ddam Peasal 11 duban sehingga Pasal 11 berbunyi sebagad bariht:
Pasal 1

(' Rapat-rapat fraksi dlakukan di gedung OPRD disediskan konswnsi dan
kelengkapan rapat.

{2} Pelaksanaan kegiatan sebagamana dmaksud datam Pasal %) ayat (4)
dapa mendatangkan tenaga ahly, ramsumber dan asistens  dapat
diberlkan bantuan biaya sesiai dengan stznds= biara betanja daecah

(3} Calarn hat tenaga ahli. narasumber dan asisterst  dimaksud berasal dan

lusr daerah  dapat disedizkan bantuan akemodasi berpa ransporiac
pendinapan dan makan mpaum,

{4 Segala bizya sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), awat (& dan avat %)
dbetankan pada anggaran Sekratariat DPRD Kabupaten Bekss

% Dianmtara Bab Il dan Bab IV, dtambah bab baru y2mu BAB LA serta thantara
Pasal 11 dan Pasal 12 dtambah Pa=al bart yaw Pasal 114 sampa dengan
Fazal 11H, yang berbinyi sebagai barikut:

BAB IEA

TUNJANGAN KOMUNIKAS! INTENSIF DA BELANIA PENUNJANG
OPERASIONAL

Fasal 1A

Penentuan K| dan EPQ didasarkan pads  kefompoi/klaster kemampuan
keuangan daersh yang  adin aws 3 {bga} kelompok, yaitu:;

& tinggt
b sedang dan
c, rendzah




(1

{1)

&)

Pazal 118

Penentuan iefompok  kemampuan kedangan dasrah  sebagainana
dimaksud dalam Pasa 1A ditteng  denganr menggunakan  mula
kemamplan keyangan dasah sama dengan pendagaten umum daersh
dikurang helanja Fegawar Negert Sipil Dacrah {PNSD}

Fendapatan umum daemh sebagarmana dimakeud pade ayat (1) terdn
atas pendapatan adi daemsh ditambah dana bagi hasil dan cana alokasgi
L

Belania PNSD sebagamana dmaksud pada ayet (1) terdin atas gaj dan
Wwrjangan Pegawai Neged 3pil Daermh yang melpun gajl pokok,
tunangan keluay. kunjangan jabatan. tunjsngan beras

papk penghasian Pph F‘aﬁgal 2111 o e

Pazal 11C

Dala yang digunakan sebagai dasa Penghitungan kemampuan keuangan
taerah addah data Anggaran Pendapatzn dan Belania Daeah [(APBO)
Induk. tahun anggaran belanafberkenaan

Penghitungan kemempuan Mwangan daermh seb j
_ . 2qamana  dimaksed
mada ayat (1) dilakukan okeh T Anggaran Pamenntah Kalupailen Bekast

Fasal 11D

Pengelompokan  kemampuan  keuangan dastah  urbuk
sebaga benkut ’ e da

a

{n

datas Rp 400000000000, 00 (empat rats rrityar kedompaok
. rupiah) dikedo kan
pad kemampuan keuangan daerah tnage !

antara Rp. 200000 000 00000 (dua raus Miyar) sampal dengan Ro

400000000000 .08 ( ampat ratus il ' i
. yar supah) dikelompokkan
Kemampuan keuangan daerah sedany 1 - pack

dibawah  200000C90000,00 (dua rsws mi dkelompokk
. thyar) a
kemamplan Yauangan daerah renclzh ’ "o

Fzsa 11E

Bagi daerah dengan kemampush kevangan daemh kelompok by
sebagaimana dimaksud dalam Passt 110, TR bagi Pmpinan dan Anggota

DPRD diberikan paling bayak sebesa 3 tic) kai
e S iHgal L=Ng Fepresentas)

Bagi daerah dengan kemampusn keuangan daemh kelompok sedang
:
sebagamana dimaksud dalant Pasa MDD, TK bagi Pimpinan dan Anpqota




(3

{1

(2]

CPRD dibverikan pain ak sebeszx 7 kah i
Keha DPFRD. - — A

Bag daerah dengan kemampuan keuatgan daersh kelompok rendah
sebagamana dmaksud dalzr Fasat 110 TKlbagi Pimpiran dn Anggota

DPRD diberkan pding barwak sebesar 1 @ah) kali yang representas
¥etwa DFRD

Pasal 11F

Bagi daerah dengan kemamplan keuangan daerah kelompok bngg

sebagaimara  dimaksud  dalam  Pasal 11D, BPO Pimpinan  DPRD

gﬁdmkan pding banyak sebesar 6 jenar) kah vang eprecantan Kdus
~RL diambah dengan 4 {empat) kali wmigh B reprs

Waki Ketua DFRD g FeniEs) seiiun

Bagi daerzh dengan kemampuan keuangan daerah kelompok sedang
sebagamana  dmaksud dgam Pesal 11D BRO Pimpinan  DFRD

disedizkan pading banyak sebesar 4 iempal} kali uang representzs Ketua

DPRD  diambah  dengan 2 2 jous i
seperdua) kali pmlah  umn
reprasentas seflurub Wakil Katua OFRD ] i’ ’

Baygl daersh denga kemampuan keuangan dmerah kelampok

. rendah
sebagamana dmaksud  ddam  Pasal YD, BPD Pmpinan DPRD
disediakan paling banyak sebesar 2 fmug) kaii Uy represenast Ketua

CPRD ditambah dengan 1 v2 jsaw :
reesentas seluruh Wakil Ketug DFéiD_ sepordua)  kdi prefah uang

Pasal 11G

Pengelornpokan kernampuan keuangan daerah
i sebagamana dmaksud dala
Pasal 1D aiakukan oleh Tim Anggaran Pemeintah Kabupaten Bekasi "

Fasal 11H

Tumjangan #omunikasi hiens¥ ssbagaimana  Gmmksud
_ _ ddam Pazdl
dibayarkan terhittng mutai mnggal T Januan 2007 e

Fasal 111

Belang Penunpng Operasional Fmpinan DPRD sebagaimana dimaksud daam

Pasal

TiF disedakan terhitung mulai tangge 1 Apnl 2007

FPasal 11J

Besaran TK! bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pmpinan DPRD

ditela

P¥an dengan Keputusan Bupat.




Fasa |
Peraturan Blpati nl muai bedaku pada tanggal diundangkan

Aga setep orang mengstahuinys, memernintabkan pengundangan Pecaturan Bupadi
ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah Kabupaen Bekas.

Ditatapkan di Bekas
pach tanggal 4 Juni 2007

BUFATI BEKASI
T=
H SATUDDIN

Ciundangkan o Bakasi
pada tanggal . oL =il

y SEKRETARIS DASRAF k4B BEKASI, A~

H R HERRY KOE SAERLIS

BERITA DAERAH KABUFATENM BEKASI TAHLN 2007 NOMOR =



Fasal If

Perguran Bupatr 10! mulai b xrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sstiap orang mengetakuinya, memaintahkan pengundangan Peraturan Bupati
i donga penempatannya dalam Benta Daersh Kabhupaten Bekasi

Ditetapkan o Bokas
pads tanggat 4 Juni 200F

BUPATI BEWAS
T
H. SADUDDN

Diundangkan d Bekas
Path tangde' 4 Jumg 2007

SERRETARIS DAERAH KAR SEWAS)

H. R. HERRY KOESAER| S

" BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 4




Fasza |
Pgraturan Bupati i mulai berlakl padd tanggal diundangkan,

Agd Setidp ofang mengetshuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupak
il dengan penempatanmya dalam EBenta Caerah Kabu paten Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Jum 200¢

BUPATI BEKASI

T

H SADUDEDN

Diundangkan d pBekeasi
pada tanggal 4 Jemd 2007

SERRETARIS DAERAH KAB. BEKAS!

H R HERRY KOESAER| 5

 BERITA DAFRAH KABUPATEN BEKASH TAHUN 2007 NOM R 4




